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# 
BUPATI MELAWI 

PERATURAN BUPATI MELAWI 
NOMOR [Q TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI 
BERAS SEJAHTERA (RASTRA) 

KABUPATEN MELAWI 
TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

a. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubemur 
Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2017, Pelaksanaan Program Rastra di 
Kabupaten mengacu kepada Pedoman umum Rastra 2017, 
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra Kalimantan 
Barat 2017 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Rastra 
Kabupaten Melawi yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi Penyaluran 
Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin pada Tahun 
2017 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran 
penting partisipasi masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4297); 

2. unag unadans Nomor_18_Jau 2 ";}"? Pago 
(Lembaran Negara Republik Indonesia anun "omor 227, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 ); 

d: Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha 
3. undang-UP"",' Negara Repubu Indonesia Tahon 2or', 

Daerah (Lem'__,han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 244, fa""?",, na telah diubah beberapa kali tera 
Nomor 5587); sebag"" Nmor 9 Tahun 2015 tenta, 
engan Undans"[,are unaane Nomor 23 tahun 2o%; 
Perubahan Kedu? , paerah (Lembaran Negara Repube 
tentang Pemerin!'_ yomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Indonsia Tahun 201 '' ,79) 
Republik Indonesia Nomor 56 

%, h Nomor 68 Tahun 2002 tentang 
4. Peraturan Pemerinta! Negara Republik Indonesia Tahu . (Lembaran N R Ketahanan Pangan bah: Lembaran «egara cpublite 

2002 Nomor 142, Tambahan 
Indonesia Nomor 4254); 

5. Perturnn 

F 



Peraturan Pemerintah Nome . 
h U or 7 T. Perusanaan mum (Perum) , 'un 2003 ¢ 

Indonesia Tahun 2003 Non%, ,{P9 (tembaa~,",""& Pen«ian 
); "egara Repubne 

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Ta,,, Penanggulangan Kemiskina « 2010 tentan, p 
Peraturan Presiden Nomor o ~,"eaimana ail';""""patan 
atas Peraturan Presiden N,,'un 2015 tentan _&an 
percepatan Penanggulangan ",", I° Tahun 2oi¢"""?"ran Iskmnan; ntang 

Peraturan Gubernur Kalimantan B . ·arat No 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Progran s,"" 7 Tahun 2017 
(Rastra) Provinsi Kalimantan Bara ''bsidi Beras Sejehtera 

·Kali anun 2016 (Benit D Provins almantan Barat Tahun 2017 N, rita aerah omor 7). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) KABUPATEN 
MELAWI TAHUN 2017. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

t:_'uk Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 selanjutnya di 
'?tunjuk Pelaksanaan merupakan petunjuk pelaksanaan Bagi Pemerintah 
en dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran 
'subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

BAB II 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

Pasal 2 

I. 
Be" ;Pela, · subsidi Beras agi "ka ~_aan mengatur pengelolaan dan pengorganisasian 

·rpendapatan Rendah dalam : 
,% 'dinae·p 

1s1 Rastra Kabupaten ; 
':i� 
rdina.. 

'8 Rastra Kecamatan ' , · 
rdimn~~ skat "I Rastra Desa / Kelurahan / Pemerintah Seting! ' 

• 
.n ,_ t. isusun 
h,,""nju. .pt dalam pasa! ''; udak ",,"ha ,_Pelaksanaan sebagaimana tersebu' 'pakan bagian 

C
•1k erca ti :: ang meru dae. 'tum dalam lampiran ini Y '1Pera ran Bupati ini. 

TENTUAN w.. 
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Pasal 3 



( 
KETENTUAN PENUTUp 

Pasal 4 
I 

! 

] ~rni mulai berlaku pada tanggal diundange ' gupa! an. 
.anl 

!"" ht : " g mengetahumya, memerintahkan pengundanga p an "; ~atannya dalam Berita Daerah Kabupaten y["""eraturan Bupau 
,~ pene lawi. is I 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal ] Mr 2017 

_JaQ;7_ 
PAN. 

dangkan di Nanga Pinoh 

t. tanggal g__ 7 'lv\-v-vr 2 0 1 7 

l!EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAwI, J 

) l 
I !VO T us MULYONO 

ADAERAH RAE JPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR \2 



PERATURAN BUPATI MELAW 
NOMOR I. TAHUN 2017 
TANGGAL 37 4«»@2-T 2017 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS 

SEJAHT'ERA (RASTRA) KABUPATEN MELAWI TAHUN 
2017. 

BABI 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
t. Indonesia Masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan 

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu 
yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan 
contok dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang 
berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyrakat. 
Pembangunan sektor ungggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah dengan 
prioritasnya kedaulatan pangan. Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, 
Kemaritiman dan Kelautan, Serta pariwisata dan Industri. sedangkan prioritas 
yang terkait dengan pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah 
pembangunan sektor pendididkan kesehatan, perubahan, dan Mental / 
Karakter. 

Peningkatan kelauatan pangan sebagai penjabaran Cita ke - 7 dari Nawacita 
dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan 
pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan 
pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang 
meningkat. Serta meningkatanya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 
2016 merupakan tahun ke -2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019. Oleh 
karena itu, rancangan program kegiatan dan penganggaran tahun 2016 
diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan 
dari target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan 
Pemerintah dalam agenda Pembangunan Nasional agar dalam pelaksanaan 
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kedepan menjadi 
bantuan pangan bemutrisi. 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manuasi dan kebudayaan 
(Kemenko PMK ) bertanggung jawab melakukan koordinasi, Sinkronisasi dan 
pengendalian pelaksanaan program perlindungan Sosial ( Social Protection ), 
dimana kebijakan program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara Filosifis 
dan Yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar 
sebagai hak asasi manuasi. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin / 
rendah miskin yang telah ditetapkan adalah pendududk dengan t.ingkat 
pendapatan 25% terendah yang mendapat Rastra. 

Kebijakan program Rastra juga merupakan bagian dari system ketahanan 
Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai 
kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak 
asasi manusia dan sebagaian komoditas strategis yang dilingdungi oleh Undang 
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia 
memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan 
Nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait 
Pangan, yaitu : 

Universitas.. • 
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tas Declaration of Huinan Right (1948), Rome Declaration on World Food 
Rive"~ World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs), 98 
gecuti' ;~able Development Goals (SDGs). sustal dat 

. besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan 
3eba6"gan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat 
tam?_, jnstabilitas perbatasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam 
Strategis. 'd b 'k 'al 1 · · aspek kehidupan aik socie poloitikmmaupun ekonomi peranan 
erbaga ·had · k ·ski · diti makanan terhadap gans emiskinan jauh lebih besardibanding dengan 
o",j; bukan makanan seperti perubahan sandang, pendidikan dan o" . Komoditi makanan yang berpengaruh paling besarterhadap nilai 
ke' ~miskinan adalah beras.dengan demikian berasmerupakan komiditas 
g" ngat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program beras bagi 
yan�,arakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi 
[,_ken tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan ~,a Menteri dan kepala lembaga pemerintahan non Kementerian tertentu, 
"j_ ubernur dan Bupati / walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan 

se paya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembagan 
u:onomi pedesaan dan stabilitas ekonorni nasional. Secara Khusus Perurn 
gLOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi 
bagi kelompok rnasyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang 
penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah / beras dari petani dalam 
negeri. 

Penyaluaran Beras Bersubsidi bagi kelornpok masyarakat berpendapatan rendah 
bertujuan untuk rnengurangi beban pengeluaran para Sasaran Penerima 
Manfaat (KPM) dalarn memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk 
meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan 
kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. 

Dalam Perkembangan sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi 
disalurkan secara non tunai dan menggunakan sisten perbankan untuk 
kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. 
penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital 
yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas 
inklusi keuangan. Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan electronic 
voucer (e-voucer) dalam bentuk kartu dan dapat membeli beras sesuai dengan 
kaulitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan 
pangan lainnya. oleh karena itu pada tahun 2017 transfortasi Program Rastra 
menjadi Bantuan pangan Non tunai mulai dilaksanakan 44 kota terpilih, 
sedangakan kabupaten/ kota lainnya masih rnelaksanakan Program Rastra. 

Berbagai aspek strategis Program Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran 
Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam 
suatupanduan yang disebut Pedoman Umum Rastra (Pedurn Rastra) dan 
Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra). 

B. Ketentuan Umum 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Melawi. 

4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari 
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatanggani Perum 
BULOG dan Pelaksana Distribusi. 



,,...----:...--·. 
{,, 

1 !ah Model daftar penerima Manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat 
' , pPM!" ~~~ Rendah di desa / kelurahan yang menjadi daras Penyaluran 

Bey"",[jets Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa / Kelurahan. 
sul, tah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui Mekanisme 
pl"_)Mskel, jika diperlukan pemutakhiran. 
Mudes 

pM-2 adalah Model daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
6.I' dapatan Rendah di desa/kelurahan. 

Berpen ·' 

emulir Perubahan data terpadu program penanganan Fakir Miskin (FPPDT- 
[Lt',jj adalah Formulir Pencatatan pendaftaran dan perubahan Ranking 

eluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai infut Data Terpadu Program 
hanganan Fakir Miskin. 

g. Formulir Rekapitulasi pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang 
· diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Subsidi Beras Bagi 

Masvarakat Berpendapatan Rendah melalui Musyawarah Desa/Kelurahan/ 
Pemerintahan Setingkat. 

9. HTR dalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 
Rendah di titik distribusi (TD). 

10. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari 
aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan 
oleh kepala Desa/ Klurahan sebagai Pelaksana Distribusi Rastra. 

11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau 
kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra. 

12. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah 
kemasan yang berlogo BULOG dengan Kuatum 15 Kg/Karung dan/atau 50 
Kg/Karung. 

12. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras 
medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres kebijakan 
Perberasan yang berlaku. 

13. Musyawarah Desa (Mudes) Musyawarah Keluran (Muskel) adalah forum 
pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat 
desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan 
perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lmgkungan setempat (SLS) 
setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama KPM. 

14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di 
Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/lurah dan aparat terkait 
lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak 
mengubah jumlah pagu kecamatan. 

15. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasa"""""""a Mantaa 
Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi astra untuk 
tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu. 

16. Pela1s Distribt si Rastra adalah kelompok Kerja (Pokja) di titik Distribusi 
· elaksana )istribus1 rakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh 
atau warung desa atau Kelompok Masya 
Kepala desa/Lurah. 

;, 1fat 1dalah kegiatan validasi KPM oleh 
l7. Perubahan Daftar Penerima Manta'_[an setingkat untuk menghasilka 

musyawarah desa/ kelurahan/ Pemerint' 4. atan Rendah yang tepat dan 
KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat BerpenaP 
dituangkan dalam DPM-1. 

18. Petunjuk... 



� 
;uk Pelaksanaan (uklak) adalah pand s";",eat provinsi yang disusu sesuai ~..""" Plaksanaan Program Rasta "~g#i penaiaman dari pedoman Umun ma,i""uasi dan kondisi setempat 

J·uk 't'eknis (Juknis) adalah panduan 1 1 P ·etun /K . pelaksanaan - 
_,,at kabupaten, iota yang disusun sesuai den¢ Program Rastra di 

"";at sebagai penajaman dari pedoman Ras, '&an situasi dan kondisit sete! ra. 

am Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subs:a; 9",atat berpendapatan rend~h. 2sidi pangan (beras) bagi 

getuarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM) Rastra) ±d !' ~ berhak menerima beras dari Program Rasura ~;"lah Keluarga 
yan8 DPM-1 (Daft Pe :, yaitu <eluarga yang erdapat dalam I- .attar enerima Manfaat-1) Rastra. 

satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentue 
" ~~ditetapk«an oleh perum BULOG. 1g 

g. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/walikota atau 
pejabat yang tunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi 
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 

24. surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) adalah Perintah 
tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan 
menyerahkan Rastra. 

)5. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau 
oleh KPM yang disepakati oleh pelaksana Distribusi dan KPM setempat. 

26. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi 
penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada pelaksanaan Distribusi Rastra 
di kantor / balai desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara 
tertulis oleh Pemerintah Kabupaten /kota dengan Perum BULOG. 

27. Tenaga kesejahteraan Sosial Kecarnatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi 
tugas, fungsi dan Kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau 
dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/kota selama 
jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan 
pelaksanaan program Rastra sesuai dengan wlayah penugasan di tingkat 
kecamatan. 

8. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah Tim yang dibentuk secara 
berjenjang di tingkat Provinsi, kabupaten/ kota, sampai dengan tingkat 
kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan 
Program subsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai 
hasil yang efektif. 

9.7;, . n Kemiskinan (TKPK) adalah wadah intas 
koordinasi Penanggulan6' tingan dalam mengkoordinasikan dan 

Sektor dan lintas pemangku $°,~_gan kemiskinan di Daerah (Provinsi 
enghendalikan program penang8 
dan Kabupaten/Kota). 

BAB II 
DAN MANFAAT 

TUJUAN, SASARAN 

... · beban pengeluaran KPM ,an ,datah mengura,, atam bentuk beras. 
,"an Program subsii_"[l'an pagan pok° 
elaj, : ·bagian :e r pemenuhan set '' 
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, sas",' program Subsidi Rastra Tahun 2017 di Kalimantan Barat adalah 
saagnya beban pengeluaran 221.074 KPM dalam mencukupi kebutuhan be", eras, melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 

Ej{tan/RTS selama 12 dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di TD. 

Man!" %~gram Subsidi Rastra adalah Sebagai berikut : 
Mantaa' tah di ·· 1k peningkatan ketc anan pangan Ii tingkat KPM, sekaligus mekanisme 

,Aindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 
~rgkatan akses Pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun 

i,tori (harga jual yang terjangkau) kepada KPM; 
3.Sebagai pasar bagi hasil tani padi; 
4.Stabilisasi harga beras dipasaran; . 
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga 

beras bersubsidi sebesar Rp/1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional; 
6. Membantu pertumbuhan ekonomi Daerah. 

BAB III 
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN 

Dalam rangka pelaksanaan program Rastra dan Program bantuan Pangan Non 
Tonai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam 
pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil 
yang efektit. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim koordinasi Rastra mulai 
dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Pelaksanaan 
Distribusi Rastra di tingkat desa / kelurahan/Pemerintah setingkat. 

1 A.Tim Koordinasi Rastra Kabupaten. 
Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya 
dengan membentuk Tim Koordinai Rastra Kabupaten sebagai berkut : 
1) Kedudukan 
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Tim koordinasi Rastra Kabupaten adalah 
Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan 
Bupati. 

pelaksana program Rastra 
bertanggung jawab kepada 

2) Tugas 
Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koodinasi 
perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan 
Evaluasi, menanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternative pola 
penyaluran Rastra Reguler, warung Desa, Kelompok Masyarakat, serta 
melaporkan hasilnya kepada Tim Koodinasi Rastra Kabupaten. 

3) Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten 
mempunyai fungsi : 

a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung 
pelaksanaan program Rastra di kabupaten. 

b) Penetapan pagu Rastra Kecamatan. 
c) Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran Daftar KPM. 
d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di 

Kabupaten. 
e) Sosialisasi Program Rastra di Kabupaten. 
f) Perencanaan Penyaluran Rastra 
g) Penyelesaian HTR dan administrasi. 



r 
h) 

ntauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, 
Pe""" urahan/ Pemerintah setingkat pesa, " 
penanganan Pengaduan. 

J.) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra 
4; Desa/kelurahan/Pemerintah setingkat. 
Pelaporan Pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten. 
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struktur Tim koordinasi Rastra Kabupaten. ",,~ Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua 
gsekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, 
pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta pengaduan 
masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

5] Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten. 
Keanggotaan Tim koordinasi Rastra beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait 
di Kabupaten antara lain : Sekretaris, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertical, seperti BPS, 
Badan/ unit kerja yang menangani ketahan pangan, Perum BULOG, dan 
lembaga lain scsuai dcngan kondisi dan kebutuhan Daerah. 

B. Pelaksana Distribusi Rastra Kecamatan. 
Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Rastra di wilayahnya dan 
membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagai berikut : 

I) Kedudukan 
Tim Koordinasi Rastra kecamatan adalah Pelaksana penyaluran program 
Rastra Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

2) Tugas 
Tim Koordinasi Rastra kecamatan mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan Evaluasi 
program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada tim 
koordinasi Rastra kabupaten. 
Tim koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan 
pelaksanaan program Rastra Kecamatan dan desa/kelurahan. 

di Rastrn pelaksanaan 

3) Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim Koordinasi Rastra Kecamatan 
Mempunyai Fungsi: 

% p, I Rustra di Kecamatan. 
a) Ferencanan Penyaluran 'a 

by Sosalisasi Rastra di wilayah Kecamatan. 
c) Pendstribusian Rastra. 
dy Penyelesaian HT dan administrast. 
e) p,, dan ealuast 
e ·nantauan ti a. e tah setingkat. . lea/kelurahan/pemern .1 naan Distribusi Rastra di 

¢ ·t<sat « f) Pembinaan terhadap p 't? 

·th setingkat ., · R Kl lesa/kelurahan/pemennuat ' ''t, Tim Koordinasi tastra abupaten 
astra kepada I .: ·k des./kl ' g) Frlaporan elaksanaan I' ,, Atn dari tinglnt «esa,:elurahan "!' ·I pemutnhran an D ib1 · R termasuk pelapornn ha! I dari pelaksana stnus 'astra 

" : ·nvaluran Rastra " lan pelaporan realisansr p"· 
kepada KPM. 

Kcanggotaan 
-�� 

4) ., .· astra Kecnmatan . ggung jawab, ketua 
Struktur Tim Koordinas1 " ~tan terdini dari penan ~an. Sosiahisas. 
T%. K ·di .. R; itra Kecama' 1<. perencan '. ·"7' 1, 
m oorchinas1 :as ·dang antara Ian ·rta pengaduan yang 

Sekretaris dan beberar" ~,"~atauan dan evaluast s 
Pelaksanaan penyaluran. ',mat 
I k utusan a . 
litetapkan dengan :ep 



......-a..... 
; terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, 103 

";_; esejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau kepala Seksi terkait, Sel . : {k K 
serta Koordinasi Statistik ecamatan (KSK). 

Distribusi Tim Koordinasi Rastra di desa/kelurahan/pemerintah pelaksana 
" ~etingkat. , 

gepala Desa/kelurahan pemerintah setingkat bertanggung jawab atas 
elaksanaan program Rastra di wilayahnya, dan membentuk pelaksana 
';stutbusi Rastra di wilayahnya, Sebagai berikut : 

1) Kedudukan 
Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat. 

2) Tugas . . . 
Pelaksana Distribusi Rastra kecamatan mempunyai tugas memeriksa, 
menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan 
menyelesaikan Administrasi. 

3) Fungsi 
Pelaksanaan Distribusi mempunyai Fungsi : 
a) Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Rastra dari Perum BULOG di 

TD. untuk desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat yan TDnya tidak 
berada di desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat, maka petugas 
yang memeriksa dan menerima / menolak Rastra diatur dalam Petujuk 
Teknis (Juknis). 

b) Pendistribusi dan penyerahan Rastra, kepada KPM yang terdapat dalam 
DPM-1 di titik Bagi (TB). 

c) Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk di setorkan ke 
rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia 
fasilitasi perbankan, makka harus disetor lansung secara tunai kepada 
Perum BULOG. 

d) Penyelesaian Administrasi penyaluran . Rastra yaitu penandatanganan 
Serita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD. 

e) Membuat Daftar Realisasi penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan 
melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 
Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra 
Kecamatan. 

BAB IV 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Rastra mengacu pada Undang-undang 
Perencanaan dan Penganggaran Prog5",-_~~ra (APBN) tahun berjalan. Proses 
nggaran Pendapatan dan Belanja ',gyh lanjut dalam Peraturan Menter; 
P nya d1atur e1 :. d erencanaan dan penganggaram enghitungan, pencairan lan pertanggung 
euangan tentang Tata Cara penyedian, Pe 8 
Jawaban dana Subsidi Rastra. 

A.p, . :· meliputi penetepan KPM · erencanaan :. didalam Juknis mn 
Kegiatan Perencanaan yang diatur " 
TD dan TB. za yang terdapat di 
l. Penetapan KPM 

,4. ±tan Rastra adalah Keluarg 
a. KPM yang berhak men""_'a,ae-1) Rastra. 31as«i sebesar 13.482 KPM 

DPM-1 (Daftra Penerima " 5o7 di kabupaten "~a rentan miskin. 
b. Pagu Subsidi Rastra Tahu ~iskin dan rumah tan 

telah mencakup rumah tangga 
c. Dalam... 



........... 
c."~aoan pagu Rastra oleh Menteri • "an karakteristik KPM setelah pene' i/Wlike oordmnator Kese:ah 

gubernur, Bupati; 'alikota, maka dimungkinkan Jahteraan Rakyat, 
an pemutahiran daftar KPM melalui Mudes/M, "uk dilakukan validasi 

_,i~an Titik Distribusi (TD) 1uskel, dan atau Muscam. 
5 Peneta · ditet: k di ; distribusi Itetapkan Ii Desa/Kelurahan te t: 

""_~~~atan tertulis antara Pemerintah Kabupac,"," d tempat 1ain atas 
kese n «ota dengan Perum Bulog setempat. ~ : 

penetapan titik Bagi (TB) "u Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakate4e It (Pelak Di ·ib · can antara Pemerintah pesa/Kelurahan elaksana istribusi) dengan KPM setempat. 

K biJ' akan Penganggaran 
8. ie' ik salah progaram Rastra merupakan slal satu program perlindungan Sosial, 

erdasarkan Undang-Undang Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
P merintah mengalokas1kan Dana subsidi Pangan dengan ks bi' k e1 sb · b ik <eoryakan 

enganggaran sebagai erilut : 
;Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN Tahun berjalan, DIPA 

Bendahara Umum Negara (BUN) Bagain Angaran (BA) 999.07. 
2. Subsidi pangan adalah selisih antara harga Pembelian Beras ( HPB) dengan 

haraga Jual beras di titik Distribusi. 
3.Sesuai dengan undang - undangan No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 

18 dan 58), Surat edaran Menteri dalam Negeri tentang implementasi program 
Rastra di daerah, maka pemerintah kabupaten mengalokasi anggran 
pendapatandan Belanja Daerah untuk penyaluran Rastra dari TD sampai 
dengan KPM. Penyedian anggran tersebut mencakup antara lain : biaya 
operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, diluar 
pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi subsidi harga tebut Subsidi 
Rastra di dalam pagu yang ditetapkan. 

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpatisifasi 
secara sukarela untuk membantu pembiayaan Distribusi Rastra dari TD ke TB 
KPM yang diatur di dalam Juknis masing-masing. 

BABV 
MEKANlSME PELAKSANAAN 

A. Pembuatan Panduan pelaksanaan program Rastra 
Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan 
kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik 
pemeintah pusat, kabupaten, kecamatan dan Desa/kelurahan maupun pihak 
lain yang terkait dalam pelaksanaan program Rastra. Panduan pelaksanaan 
Rastra terdiri dari pedoman umum Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra), 
pedoman khusus program Subsidi Rastra, Petunjuk pelaksanaan Subsidi 
Rastra (Juknis Subsidi Rastra). 

l. Pedoman umum Program Subsidi Rastra (Pedum Subsidi Rastra) adalah 
Sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Rastra untuk setingkat Nasional yang 
diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian /lembaga (K/L) baik di 
tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ kota.pedum ini berisikan 
kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Subsidi Rastra yang 
berlaku secara Nasional. Pedum Subsidi Rastra dibuat oleh tim koordisasi 
astra Pusat dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan situasi dan 
kondisi yang berkembang. 

2.U . sektoral dalam program Subsidi Rastra, K/L ,"''Uk Pelak«sanaan kegia",sus sebagai panduan pelaksanaan kegiatan 
kait menyusun pedoman . serta tetap mengacu pedoman pada 

Jang sesuai dengan tugas d,"""t", sang berisikan biaan sektor sans 
Pedoman umum program Subs"__i egiatan program subsidi Rastra yan8 
emandu pelaksanan salah satu ,uai dengan tugas dan fungsinya. 
enjadi tanggung jawab K/L tertentu sest . 

10 



I 

I 
I 

4 /Ltertentu yang terkait dalam 
an husus subsidi Rastra dibuat9";{~~ 

tang untuk disesuaikan 
pedom' bsidi Rastra dan setiap tahun li inJ 
prog""_tuasi dan kondisi yang berkembang. 
dengan , tk 

. .t: re di Kabupaten/ Kota diperlukan 
3.Untuk pelaksanaan program Subsidi Rastr? , ,, kondisi setempat sebagai 

panduan khusus yang sesuai dengan situas 3, etunjuk Pelaksanaan 
penajaman dari Pedoman Umum Program Pusat 1an ' disebut petujuk 
askin Provinsi. Juknis Raskin subsidi Rasta, "}e subsidi Rastra 
pelaksanaan program subsidi Rastra, ruang JingkuP """~it spesifik untuk 
masih berada dalam batas-batas Pedum Subsidi Rastra erS Pemerintah 
setiap kabupaten di dalamnya berisikan kebijakan masing-m"" ~~ ada di 
kabupaten, dukungan faktor sosil budaya setempat, kearifan lo} Y,, 4an 
masing-masing kabupaten, uapaya untuk mengatasi berbagai masala 

., • am Subsidi Rastra hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan progre .; seperti berkurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam ya1U, 
Iklim dan lain-lain. Juknis Subsidi Rastra di buat oleh Tim Koordinasi Subsidi 
Rastra Kabupaten dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Rastra disampaikan 
kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra pusat. 

4. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di kabupaten diperlukan 
panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat 
sebagai penajaman dari pedum Subsidi Rastra dan Juknis Subsidi Rastra 
yang disebut petunjuk teknis program Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk 
setiap kabupaten didalamnya berisikan kebijakan masing-masingpemerintah 
kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifpan lokal yang ada 
di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan 
hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra 
seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi iklim dan lain-lain. ' 

Juknis Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra kabu t 
dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi 'Pa en 
dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Rastra disampaikan d dilaporakan kepada Tim Koordinasi Subsidi Rastra pusat. an 

B. Penetapan pagu Rastra 
1. Penetapan Pagu Rastra Nasinonal. 

a. Pagu Rastra Nasinoal merupakan berasan jumlah Keluarga p . 
Manfaat (KPM) yang menerima subsidi Rastra atau jumlah enerima 
dialokasikan untuk KPM Rastra secara Nasional. beras yang 

b Pagu Rastra Nasional merupakan hasil kesepakatan p b . DPR dit ke emahan antara pemerintah dan yang utuangkan dalam undan», \San 
anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &-undang 

D I situasi dan kondisi tertentu pemerintah dapat menamba, c. a1am al alokas; pagu Rastra Nasional. 

; Rastra di suatu wilayah baik di Kabupaten ta 
d. Apabila pag , engan tanggal 15 desember 2017 ma..," dapat 

diserap samP, ,ti distribusikan pada Tahun 2018. Sisa pagu tersebut tidak iapa 
: te tu, batas waktu tersebut sebagaima 

e. untuk wiayah_te""";"~, onisi witayah tertentu san,,"" burur a 
dapat disesuaika "[tr dalam Juknis. " {engan 
Desember 2017 yang 

; b aten yang digunakan untuk penet 
f. Daftar Administrasi Ka""", oada MFD (Master File Desa ' pagu · Tahun 2017 mengac 'ni ta Rastra : BPS. 'un 

sebelumnya dar ' 

8- Apab 
ad. 'a, 

i 

I 
I 
I 



( 
' g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintah kabupaten, 

kecamatan dan desa/kelurahan , maka Bupati, segera mengalokasikan 106 
pagu Rastra sesuai dengan alamat KPM di wilayah administrasi 
pemerintah yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra secara 
berjenjang. hal tersebut diatur dalam Juknis dan surat Keputusan 
Kepala Desa setempat. 

2. Penetapan pagu Rastra Kabupaten. 
a. Pagu Rastra Kabupaten merupakan besaran jumlah keluarga penerima 

Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap Kabupaten atau jumlah 
beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kabupaten. 

b. Pagu Rastra untuk setiap kabupaten ditetapkan oleh bupati dengan 
mengacu pada pagu Rastra kabupaten yang disampaikan oleh Menteri 
Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 
waktu penetapan pagu kabupaten. 

c. Pemerintah kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah 
pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk 
dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD 
sesuai dengan kemampuan. 

2. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan 
a. Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat tahun 

2016 merupakan besaran jumlah keluarga peneriam manfaat yang 
menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pemerintah 
setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di 
setiap Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat. 

b. Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat di 
tetapkan oleh Bupati. 

c. Pagu Rastra Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat pada 
prinsinya tidak dapat direalisasikan ke desa/ kelurahan / Pemerintah 
setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 
(dua) Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat atau lebih sebagai 
tindak lanjut Mudes/ Muske! yang memerlukan penyesuaian pagu 
Rastra Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat. 

C. Perubahan daftar Penerima Manfaat (DPM) 
Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di 
desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan perubahan DPM 
Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Perubahan/ pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel 

pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan program Rastra. 
2. Melalui Mudes/ Muskel keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan 

keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM. 
3. Keluarga peserta program Keluarga harapan (PKH) harus mendapatkan 

Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra. 
4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang 

pindah alamat ke luar desa/keluarahan/pemerintah setingkat, KPM yang 
seluruh anggota keluarganya meninggal, dan KPM yang dinilai layak 
sebagai penerima Rastra melalui prosesMudes/Muskel. KPM Rastra yang 
kepala Keluarga meninggal maka keluarga tersebut tetap memperoleh 
haknya. Rastra diberikan kepada pasangan kepala keluarga atau anggota 
Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM. 

5. Keluarga yang dinilai layak untuk mengantikan KPM pada butir 4 (Empat) 
diats adalah di perioritaskan kepada Rymah Tangga Miskin yang memiliki 
anggota rumaht tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia 
sekolah, lansia, Kepala Rumah tangganya perempuan, Kondisi fisik 
rumahnya tidak Iayak huni, berpendapatan palmg rendah dan atau tidak 
tetap. 

i 
t 

t 6. Daftar ... 



l h' KPM Rastra termasuk perubahan bila dilakukan 
6. Daftar akhr DPM-1. Ra stra yang menjadi 

Mudes/Muskel dituangkan ke dalam -. as 
penyaluran Rastra di desa/kelurahan. 

Setelah DPM-1 dihasilkan, ditingkata Desa/kelurahan, penyaluran Rastra ''apat 
langsung dilakukan pada tahun berjalan. 

Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus 
ailengkapi dengan berita acara, Formuler Rekapitulasi pengganti FRP dan 
formuler perubahan/pendaftaran program penanganan fakir 
miskin(FPPDT-PFM). Desa/ keluarahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM 
untuk setiap KPM pengganti dan setiap KPM yang oleh Mudes/Muskel 
karena diagap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra, Format BA, 
FRP da FPPDT-PFM terdapat pada lampiran Pedum Subsidi Rastra 2017. 

9. Apabila diperlukan, Muscam dapt diselenggarakan di tingkat Kecamatan 
dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil 
Muscam. 

10. Dokumen Ba Musdes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporakan 
secara berjenjang dari Desa/kelurahan dan Ke Kabupaten. 

11. Berdasarakan Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT- 
PFM dari Desa/Keluarahan yang diteriam tingkat Kabupaten, Bupati 
mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk Wilayah Kabupaten. 

12. Dokumen Ba Musdes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM 
disampaikan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubemur. 
Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten disampaikan 
kepada menteri Sosial. Dokumentersebut paling lambat diterima oleh 
Menteri Sosial pada Tanggal 15 Oktober tahun berjalan. 

13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur di dalam 
Juknis. 

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra. 
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

melakukan peluncuran program Rastra Nasional untuk tahun berjalan 
yang dihadiri oleh para perjabta terkait Pusat dan daerah. 

2. Pelucuran Program Rastra Nasional dapat diikuti peluncuran program Rastra di Kabupaten. 
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksannakan pada saat acara 

pelucuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra. 
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra di kabupaten, dapat 

dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan 
Sosialisasi Program Rastra Nasional. 

5. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunitas yang terdapat pada lampiran Pedum Rastra. 
6. Pelaksanaan Penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan Sosialisasi program Rastra. 

E. Monitoring dan Evaluasi 
l. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM 
astra di berbagai daerah maka Tim koordinasi Rastra melakukan d pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program Rastra. 1an 
Kegiatan Pemantau akan mengidentifikasi permasalahan yang menghabata P"laksanaan program Rastra pada seluruh Tahapan agar dapat , Bpayakan Alternatif Solusi Pemecahannya. · Tim Koordi · R 

ye Fmnasi astra melakukan pemantauan dan evaluasi ke jenj , {g lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan. jang 
·gatan Pemantauan dz Ev th • leh 3· apat di 1 re, 1an valuas1 olel tim Koordinasi Rastra kabupaten 

dan %,,,ordinasikan dengan TKPK kabupaten. Kegiatan pemantauan dena',,j,,"""b Tim Koordinasi Rastra kabupaten dapat di oordinasit«an abupaten. 
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elaksanaan remantauan dan Evaluasi Pr wakt',i atau sesuai dengan kebutun.,, 'ram Rastra dilakulan 5. .ara p°' E ht de tan, tematik 
·~iauan da" """""},,{engan metoe Kujungan ia, 
Pe"",,; petik), rapat <oordinasi, pemantauan media angan (Supervisi 
ata!~an pelaksanaan program Rastra pada ;_ an pelaporan. 
Pe",,,~an instrument / formulir pemanu.,,"bagai tingkatan dapat ~en6" ~edum sebagai panduan. uan yang terdapat pada 
ampira" 

~naan Penyaluran Rastra Sampai ke Titik Distribusi (TD pela",sanaan penyaluran Rastra sampai ke titik dist;i'; _ 
f·,Pel?' gULOG. tnbusi menjadi tugas 

perum tk 
penyediaan beras untul KPM Rastra dilakukan oleh P 2'[,,, emasan berlogo Perum BULOG dengan Kuan um BULOG 
d",au 50 kg/karung. tum .5 kg/karung dan a 

cana Penyaluran 
g. Ren .. : 1el tntuk menjammn <eiancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG 

ersama Tim koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan 
ang dituangkan dalam SPA. 

iekanisme penyaluran : 
_ Berdsarakan Pagu Rastra, Bupati ketua Tim Koordinasi Rastra atau 

pejabatan yang di tujuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum 
BULOG. 

• Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk 
masing-masmg kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa 
menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awaJ tahun. 

c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurakan beras 
sampai ke TD, termasuk apabila terjadi pergantian beras. 

d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan Kualitas beras oleh 
Tim Koordinasi Rastra/ pelaksana Distribusi di gudang Perum BULOG 
dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum 
BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Ka bu paten / 
Kecamatan/pelaksana Distribusi. 

e. Serah terima beras antara Perum BULOG degan Tim Koordinasi 
Rastra/pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang 
telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

f. Pada Prinsifnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika 
terdapat kebijakan daerah dan atau kendaJa antara lain musim panen, 
kondisi geografis, iklim/ cuaca dan hambatan transportasi, sehingga 
penyaJuran Rastra dapat di atur lebih lanjut di daJam Juknis oleh 
Pemerintah Daerah setempat. 

G. Pelaksana Penyaluran Rastra dari TD ke TB. 
l. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah Kabupaten. . 
2. Tim Koordinasi Rastra/ pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah/ pelaksana Distribusi Rastra harus 
melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang di serrahkan 
oleh Perum BULOG di TD. . 

• Apabila Kuantitas dan Kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi 
astra/pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada 
Ferum BULOG dalam waktu selamat-lambatnya 2x24 jam, harus 

, "nggantikan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. 1 · Fenyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan scara regular 
oleh kelompok kerja (Pokja) atau pelaksana Distribusi, melalui Warung 
Desa an Kelompok Masyarakat. 

Py»au '. ~,,'n Rastra dari TB ke KPM . Rastra dari TB ke 6,,' meminimalkan biaya trasportasi penyaluara" ~udah dijangkau 6., aka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan 
eI KPM 
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2. Pelaksanaan... 



�aan 

penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh 
Jaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Rastra kepada KPM 109 

[teak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam 
{ pPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten 
l melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan. 

bayaran Harga Tebus Rastra (HTR) 
1 "[,~ga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD. 

% pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada 
prinsifnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Rastra langsung 
menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank 
setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat. 
Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan Kondisi 
setempat. 

3. Pada Prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR 
sebesar Rp. 1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh 
penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam 
APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur Iebih 
lanjut didalam Juknis. 

J. Pembiayaan 
1. Mekanisme Pembayaran subsidi Rastra Pangan (Rastra) diatur dalam 

peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyedian, 
penghitungan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi Pangan (Rastra). 

2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program subsidi Rastra, s -ti 
biaya distribusi, Sosialisasi, koordinasi, Pemantauan de ' 5€Pert 
pengaduan dialokasikan dz bi . tan evaluasi, 
APBD da1 /ate p, Paa raya operasional/safeguarding dari APBN n a au 'erum BULOG. , 

BAB VI 
PENGENDALIAN 

A. Pengawasan 
Pengawasan pelaksanaan Program R: , 
badan Pengawasan Keuan astra di Kabupaten dilak¢ 
Kementeria/1embaga aa '~Lu";" Pembangunan (BB,, "akan o1eh 
undangan yang berlaku. , sesuai dengan peratur.', 'spektorat 

perundang- 
B. Pelaporan 

I. Pelaksana Distribusi Rast 
kepada Tim koordinasi 'a melaporkan pelak 'hr~rt#irl~its.: i.ET%.zz-/v.";zz7.-co«2Z7;z/aw 
dengan tembusa,, "asi Rastra Proving; pelaksanaan Pr,_ '. 

• Tim oorainas; ~"pada sekretanis Tkp,""a"a period «~,""am Rastra 
kepada Me,,, stra Provinsi mela, ~' abupaten s%, ''P triwulan 
Kcbuadayaa""";" Kooraiasi Bia.,""""an pelaisanaa, "["Pat. " 
Menteri Dai~,,"""eni oordinasr ts#'' Pemabanguna "gram Rastra 
kepada sere~['°ri dan Tim kook""g Perekonomia,, Danusia dan 

5. Laporan Akhir P IT�PK Provinsi setem as1 Rastra Pusat ct Menten Sosial 
{ «ati»a., :_eat';P?Egge«as ".3; em»ii 

· 'erum Bulog me. 'a akhir tahun. 1Sra dibuat ole, ~'Ster. 
Tim K laporkan »lak ' er im k 

7.L ordinasi Rase, Pelaksanaan t. <oordinasi 
· 2kasi TD/Tg ra Pusat setia , ,P"distribusian R 
ooriasi Ra~"""a perubahanj',"" <asta kepaa Kera 
tembusan epaa 

[;paten kepaa.",'''@khirannya ana 
m Koordinasi p_ 'Um koordinas; p_ POrkan olen ·T; 

astra provins: Gaskin Pusat m 
sI. • dengan 



_........ ...a... . r::: Ba Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporan oleh 
pokumen di' b ,upaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang literima 110 
Ka''[,,ernur oleh Kabupaten dilaporan kepada Menteri Sosial. Dokumen ol"",,t paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 terselu " 
ktober tahun berjalan. 

BAB VII 
PENGADUAN 

, tem pengelolaan pengaduan Rastra menggunakan aplikasi berbasis Web, yang Sister . 
lai diuji cobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan 

ii~ea Nasional. Pengaduan Pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik 
oleh indicator maupun oleh pelaksana Program Rastra. 

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal- 
hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra ditingkat 

1 daerah hingga Kementeria/lembaga (K/L) di tingkat Pusat sesuat tugas, fungsi dan 
, kewenangan masing-masing. 

I. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Pusat di bawah 
Koordinasi Kementerian Dalam Negeri 

2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra. 
3. Kemendagn bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan """"""luha. Oleh karcna itu, emendagri menetapkan pedoman husus penge o an pengaduan Program Rastra. 
4. Pengaduan program Rastra dikelola oleh . . . 

Rastra Pusat dan Daerah. unit pengaduan dari Tim Koordinasi 
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Ras untuk dilesaikan mulai dari tingkat .j,,, stra ditangani scara berjenjang 

dengan materi pengaduan dan paten/kota, Provinsi dan Pusat sesuai wakt wewenang yang di· ilki u tertentu (diatur dal: manya. Ditetapkan bat menyel i 1am pedoman Khu. ¢. (as 6.g_,eIesakan setiap langka dalam pr sus Kemendagri) untuk 
· etiap aduan akan diketahui ole, OSes penanganan pengaduan 

terdistribusi ke K Ie segenap anggota Ti· ~,' 

UBe�tanggung ja!ab �:�0:::i,�af�:�baga/ lnstansi / �:as 00:���as���s0tra dan 
7. Jnit pengaduan di ti· • 3inya. yang 

aporan secara ell."it "";;_"paten/ota, Provins aa 
rekomendasi untuk per_;__' Pengaduan yang dite , Pusat membuat ba d; ervaiian pro; enma, tindk 1; : gan lari pelaporan yar di. gram Rastra, La ta lanjut dan 

g tiatur dalam Bab vy_ 'Poran tersebut menjadi 

BAB VII 
LAIN-LAIN 

Dengan diterbitnya J , 
Nomor 3 Taha,''5,,'nis Program subs-it 
Berpendapatan Rm~).[,, "Sang retnj"", astra 2or7 a '017 d; eknis Pr ' nnyatakan tid; Ogram 
egala sesuatu an dak berlaku. 
@pabila tera., g belum diatur 
Jang ber;'at kekeliruan aka ,'lam Juknis in; "tagia'[,_,,"esif toast ~a""ukan pen»am,"an iatar era 

am Juknis Rast. 'an kondisi o. Seperlunya. u, 'an, dan 
a iabupaten. 3Jektif masi 'ntuk hal-hp · g-masin 

& daerat 

maka Peratura p Beras Bagi ,""' 'upau 
asyarakat 

< 



( 
' I 

I 
! 'di Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diberikan dan s"",~ oleh pemerintah dalam rangka membantu mencakup sebagian 
ditetaP 
tutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. 

/Juj{llis 
Program Subsidi Rastra ini __ merupakan acuan bagi semua pihak yang 

rkait di Kabupaten dalam pelaksanaan Subsidi Rastra untuk dilaksanakan 
~engan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 

.) BUPATI MEL/ 

k Pu.n J 

l + 

BAB IX 
PENUTUP 


